BAB YV
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan

mengenai Implementasi undang-undang nomor 6 tahun 2014

tentang desa Perspektif siyasah tanfidziyah studi di desa

sulauwangi kecamatan tanjung kemuning kabupaten kaur
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa di Desa Sulauwangi pada dasarnya telah
dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pemerintah  desa  telah  menjalankan tugas dan
kewenangannya melalui pelaksanaan musyawarah desa,
penyusunan program pembangunan, pelayanan administrasi
kepada masyarakat, serta pengelolaan pemerintahan sesuai
dengan kewenangan desa. Namun, implementasi tersebut
belum berjalan secara optimal karena masih terdapat
beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

2. Berdasarkan perspektif Siyasah Tanfidziyah, implementasi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di
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Desa Sulauwangi belum sepenuhnya mencerminkan prinsip
keadilan (al-'adl), amanah (al-amanah), kemaslahatan (al-
maslahah), dan kepatuhan terhadap syariat (iltizam bi al-
syari'ah). Meskipun pemerintah desa tetap memberikan
pelayanan  kepada masyarakat dan melaksanakan
musyawarah desa, pelaksanaan amanah dalam pengelolaan
dan pemeliharaan aset desa, khususnya Bangunan Balai
Desa, belum terlaksana secara optimal. Akibatnya,
kemaslahatan masyarakat belum terwujud secara maksimal
karena Balai Desa belum dapat difungsikan sebagai pusat
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
B. Saran
Ada beberapa saran dari peneliti yang kiranya dapat di
jadikan pertimbangan dan masukan untuk pihak-pihak terkait:
1. Bagi Pemerintah Desa Sulauwangi Bagi Pemerintah Desa
Sulauwangi, diharapkan dapat meningkatkan perhatian
terhadap kondisi Bangunan Balai Desa sebagai salah satu
aset desa dengan melakukan pemantauan, pengelolaan, dan

pemeliharaan secara Dberkala. Upaya tersebut perlu
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dilakukan agar fasilitas desa tetap terjaga, dapat
dimanfaatkan secara optimal sebagai pusat
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada
masyarakat, serta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diharapkan
dapat terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap
penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan tugas
dan kewenangannya. Selain melakukan pengawasan
terhadap penggunaan anggaran desa, Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) juga perlu memberikan
masukan dan rekomendasi kepada pemerintah desa agar
Balai Desa dapat kembali difungsikan sebagai pusat
pelayanan administrasi dan kegiatan pemerintahan demi
meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

. Masyarakat Desa  Sulauwangi  diharapkan  dapat
berpartisipasi aktif dalam mendukung penyelenggaraan
pemerintahan desa, baik melalui keikutsertaan dalam

musyawarah desa maupun dengan memberikan saran dan
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masukan yang membangun kepada pemerintah desa. Selain
itu, masyarakat juga diharapkan memiliki kepedulian dan
turut berperan dalam menjaga serta memelihara aset desa,
khususnya Bangunan Balai Desa, sebagai fasilitas umum
yang menjadi milik bersama. Partisipasi dan kepedulian
masyarakat tersebut diharapkan dapat mendukung
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang
lebih baik serta pelayanan publik yang sesuai dengan
kebutuhan masyarakat.

. Berdasarkan perspektif Siyasah Tanfidziyah, pemerintah
desa  diharapkan =~ mampu  menjalankan = amanah
kepemimpinan dengan mengedepankan prinsip keadilan
(al-'adl), amanah (al-amanah), kemaslahatan (al-maslahah),
dan kepatuhan terhadap syariat (iltizam bi al-syarT'ah).
Penerapan prinsip-prinsip tersebut diharapkan tidak hanya
tercermin dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat,
tetapi juga dalam pengelolaan aset desa, pengambilan

kebijakan melalui musyawarah, serta pelaksanaan tanggung



139

jawab pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan

masyarakat.
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